PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Rizal Latuconsina, SH. M.Si
Jabatan : Plt. Inspektur Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murad Ismail
Jabatan : Gubernur Maluku

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka

mencapai target kinerja Tahun 2022 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Maret 2022

Pihak Pertama,

Mohamad Rizal Latuconsina, SH. M.Si
X
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU

No. Sasaran Kinerja £ . Target s
[ ) @l 2]
1 |Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang 30%
Pemerintah dan Kualitas Hasil Pembinaan mendapat predikat Baik
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase hasil evaluasi SAKIP Kabupaten /Kota yang 30%
mendapat predikat minimal CC
Persentase hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan 30%
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat nilai
'minimal Tinggi
Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan 60%
peraturan perundangan yang berlaku
Presentase Menurunnya temuan hasil pemeriksaan
reguler pada :
'Perangkat Daerah Lingkup Provinsi 15%
Pemerintah Kab/Kota 20%
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan:
a. BPK 75%
b. Itjen' Kemendagri 85%
c. Inspektorat Provinsi 60%
‘Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100%
Level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah level 3
(SPIP)
Level Kapabilitas APIP level 3
’ Persentase Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Maluku 75%
yang bersertifikat Auditor/PPUD
2 |Terwujudnya Penyelenggaran Pemerintahan Persentase Program yang Tercapai 100% 100%

yang efektif dan Efisien




Program

Anggaran Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 13,217,862,003 APBD
Provinsi
Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp 9,573,564,554 APBD

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Rp 1,856,889,273

APBD
Asistensi

Ambon, Maret 2022

Provinsi Maluku
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